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BUPATI BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATJ BANYUASIN 
NOMOR 1- 1 s- TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS 
DESA WONODADI KECAMATAN SELAT PENUGUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan 
Batas Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan ... 

·-------=.c:--·=====c---------- u I p1 nda1 dengan cam~canr 



5. Pet turnn I't•nwrintnh N()n,or •I, 'l'11hu11 20 I •I 1,•11t11np, 
P •rntumn f'C'lnksnnnn11 Und1mg-Urnlm1 A No111or > T11h11n '.).0 I •I 
tcntnng rsn (l.<·mlmnm Nl'gnrn l~1:p11hllk lndn1w11ln '1'11111111 

01·1 Nomor 12,, Tnmbn\11111 I •111h11rnn Nr'f.1.111'11 l~cp11hlll< 
lnc\on ·~in Nomor ~;,, 9) Hl'l>Hg11im111111 1<'l11h hrh, mp11 lrn ll 
diubnh, t1•mkhir clcngnn l 1'rn l1tr11n l'c1111•rl11tilh No1111H' 11 
Tnhun 2019 kntn111• Pct'llbnhnn 1.:,:<11111 1111111 l'crn t 11r11n 
Pemerintnh Nomor •I, '1'11h1111 ~WI-I ll'11t11ng [l -•mtur1111 
Pelnksnnnnn Undnng-Undnng NunH11' (, T11h1111 '.W I 11 I ·11tnng 
Desa (Lt~munmn N '!'nrn Rt•puhllk lt11lo111•Hill '1'11h11n ?.O I Notnor 
41, Tnmlmhnn Ll'mhnrnn N1•1.tn rn R<•p11b1il< lndo1rnl1t 
Nomor 6321 ); 

6 . PerAtunm Ment ri Dnlnm Ncg~ri Nomor 15 T11h1111 ?.016 I •ntnn R 
Pedonum Pen tRpnn clnn P n ·gnsnn 13ntnH Ocn11 (0 •rlto Ncgnrn 
Republik lndonesin Tnhun 20 16 Nomor 10 8); 

7. Peraturan DRernh Nomor 2 Tnhun 2008 tcntnng P •mbcnt11lmn 
Desa dalam Kabupaten Banyun.sin (Lc mbnron Docrnh 
Kabupaten Banyuasin Tnhun 2008 Nomor 4) sc·bngnima.no. 
telah beberapa kali diubah, tcrakhir dcngun Pcroturnn Dncm h 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pcrubahan kecmpnt Pcratumn 
Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembcntuknn Dcsa 
dalam I<abupaten Banyuasin (Lembara n Dacrah l(a bupntcn 
Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16); 

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tcntang Pcmcrintahan 
Desa (Lembaran Daerah I<abupaten Banyuasin Tahun 2016 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daera h Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2016 Nomor 053); 

9 . Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembcntukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daera h Kabupatcn 
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) scbagaimana tclah 
diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Pcraturan Daerah Nomor 18 Ta hun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 
Nomor 11); 

10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur 
Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupatcn 
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 
Nomor 185). 

MEMUTUSKAN. , . 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN 
PENGESAHAN BATAS DESA WONODADI KECAMATAN 
SELAT PENUGUAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin. 

4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. 

5. Desa adalah Desa Wonodadi. 

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonodadi. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan 
baik berupa batas alam maupun batas buatan. 

9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai 
pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau 
ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang 
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. 

10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti 
pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang 
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. 

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi 
pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik 
koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa 
tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan 
(watershed), median sungai dan/atau unsur buatan 
dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. 

12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa 
secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. 

13. Penegasan ... 
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13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik 
koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode 
kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan 
dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat 
batas Desa. 

14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital 
atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan 
menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana 
satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana 
angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti 
kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya. 

15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas 
peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan 
dengan besaran perbandingan. 

16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur 
batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, 
topomini perairan dan transportasi. 

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal 
yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan 
bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur 
dengan garis meridian. 

18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis 
khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di 
permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa. 

19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah 
koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan 
menggunakan peta dasar. 

BAB 11 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan 
Pengesahan Batas Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan. 

BAB III 

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS 
DESA WONODADI KECAMATAN SELAT PENUGUAN 

Pasal 3 

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Wonodadi 
Kecamatan Selat Penuguan, adalah sebagai berikut: 

a. batas ... 
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a. batas sebelah Barat 

b. batas sebelah Utara 

c. batas sebelah Timur 

d. batas sebelah Selatan 

Desa Rukun Makmur 
Kecamatan Pulau Rimau; 

Desa Sumber Agung Kecamatan 
Selat Penuguan; 

Desa Sumber Mukti Kecamatan 
Selat Penuguan; dan 

Desa Son go Makmur 
Kecamatan Selat Penuguan. 

(2) Batas Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam 
Peta Batas Desa. 

Pasal 4 

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Oesa Wonodadi 
Kecamatan Selat Penuguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
mempunyai titik koordinat sebagai berikut: 

a. dimulai dari titik TK 1 berada di Pinggir Tanggul SOU dengan 
Koordinat 104° 31.119' BT dan 2° 35.204' LS ditarik ± 2,9 KM 
menuju ke arah titik TK 2 dengan Koordinat 104° 32.360' BT 
dan 2° 34.169' LS dari titik TK 2 ditarik ± 174 m menuju ke 
arah titik TK 3 dengan Koordinat 104° 32.422' BT dan 
2° 34.240' LS dan selanjutnya dari titik TK 32 ditarik ± 2,9 KM 
menuju ke arah titik TK 4 dengan Koordinat 104° 33.622' BT 
dan 2° 33.178' LS yang merupakan garis batas Oesa Wonodadi 
Kecamatan Selat Penuguan dengan Oesa Songo Makmur 
Kecamatan Selat Penuguan; 

b. dari titik TK 4 ditarik ± 2, 1 KM mengikuti saluran SOU menuju 
kearah titik TK 5 dengan koordinat 104° 32.859' BT dan 
2° 32.313' LS yang merupakan garis batas Oesa Wonodadi 
Kecamatan Selat Penuguan dengan Oesa Sumber Mukti 
Kecamatan Selat Penuguan; 

c. dari titik TK 5 ditarik ± 5,9 KM mengikuti saluran SOU menuju 
kearah titik TK 6 dengan koordinat 104° 30.430' BT dan 
2° 34.457' LS yang merupakan garis batas Oesa Wonodadi 
Kecamatan Selat Penuguan dengan Oesa Sumber Agung 
Kecamatan Selat Penuguan; 

d. dari titik TK 6 ditarik ± 2, 1 KM mengikuti Saluran SOU menuju 
kearah titik TK 1 yang merupakan garis batas Oesa Wonodadi 
Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Rukun Makmur 
Kecarnatan Pulau Rimau. 

BAB ... 



6 

BAB IV 

PETA BATAS DESA 

Pasal 5 

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati 
Banyuasin Nomor 887 /KPTS/1/2012 tentang Penetapan, 
Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Wonodadi 
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal 1.--1, ~d>e-r 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN, 

H. M. SENEN HAR 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal 1-.,_, o~, 2020 

UASIN, 

H. 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020 
NOMOR l-'l- ~ 

u1p1naa1 oengan camScanr 



104"J 1'◄~ 
10◄ " 3l '5 0" 

1/ 

~ sa Sumbe-r Mukti 

'\ . 
·, 

', 

"' ' . e , ,..,. 7 , ,.. .,.. 
, 

' 

"" ' ' ' 
' ' 

+ 

' ,, 

\ 

LA"1PIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN 

NOMOR : t.:'- '> _,_ _,. T "V-"" ? c<L_:_-
TANGGl'.L : t.. ', t{.,t---n; k --------===-__:__:_.:__ _ ____ H __ A __ N~ e -:-:ATA S oEsA 

PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESA 

u 

Kade Wilayah Dua : 16.07,21 -201 5 

Oeu 
Kecamatan 
Kabup1ten 
Pl opinsl 
Luu 

: WQnodadl 
: Selal Penuguan 
: Bany'Uasin 
: Sumatera Selatan 

1 
: t 1.218 Hal :t. 12,18 KM 

A SKALA 1:30,000 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN 
KOMPLEK PERKANTORA.N PEMEft lNTA.H KASUP'~~~:)BAN YUASIN 

Seto Jo Pan gli:•l•n B,al• I Kor.k- Po• FAX 7'90019 
T•lp (0711) '119 00110 , 7H0050 , (,-,t,BX) 71100 ~~ I ) 

Web& lt • : ww..b any uaa ll'l .QO, 

kETIIUNOAM 
a.1 Admln1tr11I 

0 tiutcam ( 1c.am1111 r1 

• 0... 
• nn.TJQ.. Tlt:io:KoQrd~ 

_ · · - S.Lft l(1bl.CJ,alanA<ota 

- --• - S.NKl~l'I 

- - - Batn On • yang dl MP6Ul 

J11~n .. ,,h~II - ; ar.r, .t. ,..111 Pr,,nar 

~&illl'I .Cllel'.or P 1~ 1 

.ta1.111UIQIP1,rn.., 

Jelanl.ingl,ur,gan 

.... No. 
UM Kootd lMl 

Dana, Titik ,•oordlr,~ WOS M Zone 41 South 

,_ TI( \ 

2. "" l. 11<3 .. .,,,. 
5. "" '· TI( . 

i.aTlmur 
11).4" J1,1l 9' 

• Jl.360' 
,oc· ll."22" 
1(M" 3J.11 2Z' 
10'4' 32.ISV 
ICM" 30 .'30' 

TllkX T11 1i: Y 

BUPATIB~ 

H./:z~I 

9714079 
i71SM3 
11715152 
8717110 

L ____ _ =--~~::-:-::-:--:::::~::--' 
u1p1naa1 aengan cam~canr 


